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PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
NOMOR : W3-A9/62/Kp.02.1/1/2020

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN UNIT KERJA PENGELOLA LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELNGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyelenggaran Negara membuat Laporan Harta Kekayaan
Penyelengaran Negara dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Admin Unit Kerja Pengelola
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh;

b. Bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap memenuhi syarat untuk ditunjuk
dan ditetapkan sebagai Admin Unit Kerja Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Labuh;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam
keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyenggara Negara.
MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TENTANG ADMIN UNIT KERJA
PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELNGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2020.

Menunjuk dan menetapkan Sdr.

Nama : Syafrizal,

NIP. 19650911 199303 1 004,
Pangkat/Golongan Ruang : Penata (111/c)

Nama : Willia Hestisari, SE
NIP. : 19850323 201101 2 019,

Pangkat/Golongan Ruang : Penata (l11/c)

Sebagai Admin Unit Kerja Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pengadilan Agama Muara Labuh.

Admin Unit Kerja Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut bertugas :

a. Mengelola Aplikasi e-LHKPN di lingkungan Unit Kerja.

b. Membuat akun Penyelenggara Negara atau Wajb Lapor..

c. Membuat/Pemutakhiran data Wajib Lapor..

d. Membantu Penylenggara Negara atau Wajib Lapor dalam pengisian e-LHKPN..

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab
: Muara Labuh

: 02 Januari 2020
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